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ABSTRAK

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Setiap limbah bekas yang ingin 
dibuang, biasanya dilakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu agar limbah 
tersebut tidak mencemari lingkungan hidup yang disekitarnya. Dimana pengelolaan 
limbah merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan 
(Pasal J ayat 23 UU No. 32 Tahun 2009). Sehingga dalam melakukan pengelolaan 
limbah B3 terlebih dahulu wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 59 ayat 4). Apabila kegiatan 
pengelolaan limbah B3 tersebut dilakukan tanpa adanya izin maka kegiatan tersebut 
merupakan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dimana aspek pidana 
yang terkandung dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin ini terdapat 
dalam Pasal 102 j o Pasal 59 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang intinya melarang perbuatan pengelolaan 
limbah B3 tanpa izin. Untuk mengkaji lebih mendalam masalah tindak pidana 
pengelolaan limbah B3 tanpa izin tersebut, maka terdapat dua permasalahan 
yaitu :Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada pengelolaan limbah B3 
tanpa izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Bagaimanakah sanksi pidana pada pengelolaan limbah B3 
tanpa izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode 
penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan 
dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa 
perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin 
yang masing-masing perbuatan memiliki unsur serta tingkat sanksi dan 
pertanggungjawaban yang berbeda.

Kata kunci : Limbah, Tindak Pidana, Petanggungjawaban Pidana, Pengelolaan 
Limbah B3 Tanpa Izin.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang meliputi 

air, laut, udara, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi serta makhluk hayatinya. 

Semuanya itu merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada 

bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Oleh sebab itu kekayaan alam yang 

terkandung di dalam bumi Indonesia tersebut haruslah dijaga kelestariaannya.

Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia ini harus dijaga 

kelestarian lingkungan hidupnya, karena lingkungan hidup merupakan karunia dari 

Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang

A.

bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara.

Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional”.1 Oleh sebab itu untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, 

perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen yang ke-4 Tahun
2002.

1
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berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan
2

memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan.

Menurut penulis maksud berwawasan lingkungan pada Pasal 33 ayat (4) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu rakyat Indonesia harus memiliki atau 

mengetahui pengetahuan tentang lingkungan, dimana lingkungan harus dijaga 

kelestariannya karena lingkungan yang berkaitan dengan kekayaan alam yang 

dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber perekonomian yang besar bagi 

masyarakat Indonesia.

Berbicara mengenai lingkungan, lingkungan hidup Indonesia tentu berbeda 

dengan lingkungan hidup negara lain, seperti lingkungan hidup Jepang, Amerika, 

Malaysia, dan negara-negara lain. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan 

hidup yang ada dalam batas-batas wilayah negara Republik Indonesia.3 Di dalam 

penjelasan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan 

bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, 

baik wilayah negara maupun wilayah administratif.

Maka lingkungan hidup dapat diartikan dalam pengertian ekologi adalah 

segala apa saja yang ada di sekeliling makhluk hidup baik berupa benda, kondisi atau 

situasi harus memiliki hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

pt tJJUnsbms" H,d‘p dan
Gatot Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.3 R.M.

2.
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Dalam penyelenggara pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan 

pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan 

perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan 

dengan lingkungan hidup.4 Dimana pengelolaan lingkungan merupakan suatu 

pekerjaan atau kegiatan usaha yang berkaitan mengenai lingkungan hidup untuk 

mencapai tujuan tertentu.

Bila dilihat tata dan nilailah yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup 

dan sumber daya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak 

Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu 

dipertegas adalah lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai 

subyek (lingkungan hidup) yang dilindungi dan dikelola untuk kehidupan 

berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan.5

Agar terwujudnya kelestarian lingkungan hidup, ada bidang ilmu 

mengatur untuk penegakan sanksi terhadap orang yang sengaja atau tidak sengaja 

merusak kelestarian lingkungan hidup tersebut, yaitu Hukum Lingkungan.

yang

4 Ibid hlm. 1.
5 Koesnadi Hardjasoernantri,, dalam buku, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan,

Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 1. s ® h PT Indeks
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Sebagaimana dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa “hukum 

lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:6

1. Hukum Tata Lingkungan

2. Hukum Perlindungan Lingkungan

3. Hukum Kesehatan Lingkungan

4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya 
pencemaran oleh industri, dan sebagainya)

5. Hukum Lingkungan Transnasional/Intemasional (dalam kaitannya dengan 
hubungan antamegara)

6. Hukum Perselisihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya 
penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya.)

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia telah dikenal 

Ordonansi Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 yang telah mengalami

perubahan pada Tahun 1940, yaitu peraturan yang mengatur jenis perizinan yang erat

hubungannya dengan pencemaran lingkungan hidup sebelum berlakunya UU Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.7

Perizinan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “izin” yang kajiannya 

terdapat dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Dimana arti kata izin 

merupakan persetujuan atau pernyataan mengabulkan.

Menurut Prajudi Atmosoedirdjo, izin atau vergunning adalah “dispensasi dari 

suatu larangan”. Dimana dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya

6 Ibid
7 www.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 3 Juli 2013.

http://www.hukumonline.com
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“melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dan ketentuan yang pada 

dasarnya “tidak melarang” suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya 

disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.8 Maka menurut penulis izin merupakan 

persetujuan atau pernyataan mengabulkan dari pemerintah untuk menjalankan 

kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melarang orang 

untuk bertindak tanpa izin, karena hal ini merupakan perbuatan tindak pidana.

Perbuatan Pidana menurut Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang 

diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum terdapat suatu 

kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.9 Jadi 

seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya itu 

bersifat melawan hukum.

Disamping itu, hukum lingkungan juga berperan untuk mengawasi 

pengelolaan lingkungan hidup agar terjamin kelestariannya dan tidak ada yang 

melakukan tindakan sewenang-wenang dalam merusak lingkungan yang ada di 

sekitarnya.

i
i

i

f

yang

Dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan 

prosedurnya sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu contohnya dalam melakukan

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada Universitv 
Press, Surabaya, 1994, hlm. 143.

9 Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” : Tinjauan Kritis Terhadap teori Pemisahan Tindak 
Pidana, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 26.
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pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan limbah. Dimana dalam melakukan 

pengelolaan limbah banyak perusahaan atau korporasi atau orang yang melakukan 

pengelolaan sisa hasil limbah atau pengelolaan limbah tidak memiliki izin. Padahal 

dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungn 

Hidup Pasal 59 ayat (4) telah menjelaskan bahwa “pengelolaan limbah B3 wajib 

mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya.10 Agar semuanya terprosedur dengan baik mulai dari kendaraan 

yang membawa limbah serta surat izin pengelolaan limbah yang harus dimiliki 

perusahaan atau orang dan aliran pembuangan limbah tersebut agar tidak teijadi 

pencemaran lingkungan.

Limbah merupakan sisa suatu usaha/dan atau kegiatan dan B3 merupakan 

singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Yang terkandung dalam limbah B3 ini 

adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain 

(Pasal 1 butir ke-21 UU No. 32 Tahun 2009).

Salah satu kasus yang terjadi tentang pengelolaan limbah B3 tanpa izin adalah 

kasus pengelolaan limbah yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dengan 

Nomor Putusan 119/Pid./2012/PT.TK. yang dilakukan oleh 3 (tiga) terdakwa yaitu

10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (4) tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 140.
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Sutarmulyo, terdakwa 2. Heriyanto Bin Sunardi,terdakwa 1. Subadi Bin 

terdakwa 3. Edi Suprihno Bin Pranoto, dimana bertempat di Jalan Lintas Sumatra, 

Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau 

setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum 

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, 

melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pengelolaan

limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) 

UU No. 32 Tahun 2009, yang dimana awal mulanya terdakwa 1. Subadi 

mendapatkan 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas melalui terdakwa 3. Edi 

Suprihno dengan cara membeli di PT. Great Gian Pineapple (GGPC) seharga 

Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa 1. 

Subadi dan terdakwa 2. Heriyanto mencari kendaraan untuk mengangkut 45 (empat 

puluh lima) drum berisi oli bekas, selanjutnya saksi Safei selaku pengemudi 

kendaraan truk merk Nissan jenis tronton No. Pol. H- 1406 NA mendapat muatan olie

bekas dari Bandar Jaya dengan tujuan ke Jakarta dengan biaya Rp.2.000.000,- (dua

juta rupiah) kemudian saksi Safei dengan kendaraan tersebut masuk kelokasi gudang 

tempat penyimpanan olie bekas di PT. Grean Gian Pineapple (GGPC) dan bertemu 

dengan terdakwa 1. Subadi, terdakwa 2. Heriyanto dan terdakwa 3. Edi Suprihno. 

Ketika kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Safei mengangkut barang berupa 45 

(empat puluh lima) drum berisi oli bekas sampai di Jalan Lintas Sumatra, Desa 

Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian 

saksi Henriyatna selaku anggota Polri yang bertugas di Subdit II Dit Reskrimsus
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bersama dengan AKP Dayat Hadijaya selaku pimpinan telah melakukan pemeriksaan 

terhadap kendaraan yang membawa 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas. 

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang berupa 45 (empat puluh lima) drum 

berisi oli bekas (limbah B3) tersebut tanpa dilengkapi izin pengangkutan dalam 

pengelolaan Lingkungan Hidup dan surat-surat, setelah saksi Safei diperiksa ternyata 

pemilik 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas tersebut adalah terdakwa L 

Subadi, terdakwa 2. Heriyanto dan terdakwa 3. Edi Suprihno.

Berdasarkan keterangan ahli Nurdin Kamil Saputra, ST, olie bekas termasuk

limbah B3 berdasarkan PP No. 18 jo 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3

pada lampiran 1 disebutkan olie bekas masuk daftar limbah B3 dari sumber yang

tidak spesifik dengan kode limbah D 1005 d dan kewajiban yang harus dimiliki oleh

badan usaha jika akan melakukan pengangkutan limbah B3 sebagaimana diatur dalam

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

antara lain :

1. Memiliki izin pengangkutan B3,

2. Jenis kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan izin yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan dan

3. Memiliki manifest.

Sehingga perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pengelolaan limbah 

B3 tanpa izin dari instansi yang berwenang diatur dan diancam pidana 2 (dua) bulan 

dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), jika denda tidak dibayar 

maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan sesuai
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Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul skripsi “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA 

PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IZIN MENURUT 

UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.

Rumusan MasalahB.

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan limbah 

B3 tanpa izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin 

menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.

www.putusan.mahkamahagung.go.id, Diakses pada tanggal 31 Mei 20113.

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id


10

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan 

limbah B3 tanpa izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa 

izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

C.

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Manfaat PenelitianD.

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang

didapat dari sebuah penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

a) Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama 

menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

Palembang-Indralaya serta memberikan landasan untuk penelitian 

lebih lanjut.
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2. Manfaat Praktis

a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang

terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan, maka penulis perlu 

melakukan pembatasan permasalahan, agar tidak menyimpang dari apa yang akan 

dibahas dalam penulisan skripsi ini sehingga menimbulkan kerancuan. Dalam 

penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya mengacu 

pada kriteria dan pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa 

izin dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta sanksi pidananya.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data 

tersebut diperoleh dan bagaimana 

permasalahan dalam penelitian ini.

yang digunakan untuk menyelesaikancara
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Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Jenis Penelitian1.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan

atau dengan lazim disebut “Legal Research” atau “Legal Research 

12Instructiori”.

Pendekatan Penelitian2.

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

pendekatan undang-undang (statue approach), yaitu pendekatan 

menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu 

hukum yang sedang dihadapi.13 Penerapan pendekatan undang-undang 

{statue approach) dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

undang-undang maupun regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan 

permasalahan data penelitian ini.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat, karakteristik-

3.

2010 hlm 23ei;*0n0 S°ekant0 dan Sri Mamudji> Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta,
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96.
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karakteristik atau faktor-faktor tertentu.14 Dimana penulis akan 

menganalisis pertanggungjawaban pidana, terhadap pengelolaan limbah B3 

tanpa izin melalui kasus yang ada beserta bagaimana sanksi pidananya.

4. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang 

digunakan dalam penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan 

Perundang-Undangan lain yang terkait.15

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil

penelitian, hasil karya-karya ilmiah, media cetak, media elektronik dan 

seterusnya.16

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 41. 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj i, Op. City hlm 13 

16 Ibid.
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c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya 

adalah kamus ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, 

kamus bahasa Inggris dan seterusnya.17

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dan membaca peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data

sekunder, juga pendapat para tokoh atau para ilmuwan. Dari data-data

tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai penunjang untuk 

mencapai suatu kesimpulan yang tepat.

6. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data 

sekunder secara deskriptif kualitatif,18 yaitu data yang telah terkumpul 

dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif dan 

sistematis. Dimana objek yang diteliti dan dipelajari adalah 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin 

Menurut UU Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Teknik

"Zbiel.
18 Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1984, hlm. 69.
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Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode deduktif yaitu cara 

berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum 

atau kebenarannya sudah diketahui ke data-data yang bersifat khusus.19

19 Bambang Sunggono, Op.Cit, hlm. 10.
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